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RINGKASAN

Tilang E-TLE (Electronic Traffic Law) menjadi bagian program pemerintah
melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk- memberlakukan sistem tilang
dengan alat elektronik kepada pelanggar aturan lalu lintas. Model digitalisasi tilang ini
mengakibatkan perubahan dalam hal pengelolaan tilang yang biasanya langsung secara
manual oleh Kepolisian, sekarang berubah menjadi elektronik. Sehingga perlu adanya
koordinasi antara Dinas Perhubungan yang berwenang dalam mengadaan dan
perawatan perlengkapan lalu lintas yang ada dengan pihak Kepolisian yang berwenang
dalam hal penilangan. Sehingga memunculkan rumusan permaslahan bagaimana
pengaturan E-TLE (Electronic Traffic Law) dan prolematika kewenangan Dinas
Perhubungan dalam implementasi E-TLE.

Penenlitian ini menggunkan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji secara
yuridis bertakitan mengenai kewenanagn Dinas Perhubungan dalam implementasi E-
TLE beserta problematikanya di Daeah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini
adalah menghasilkan rekomendasi dan bahan evaluasi dalam implementasi dan
sinergisitas antara Satlantas dan Dishub yang ada di diwilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat problem kewenangan antara kepolisian
dan dinas perhubungan. Pertama, dinas perhubungan mempunyai kewenangan untuk
menyediakan fasilitas lalu lintas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan
tilang merupakan kewenangan dari POLRI. Kedua, yang menjadi problematika adalah
alat Electronic Traffic Law masuk kategori dari barang atau alat lalu lintas ataukah
bukan. Ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ): E-tilang aplikasi, tilang CCTV akan tetapi belum maksimalnya
SDM dan Alat yang ada sehingga pihak dari Dinas Perhubungan tidak bisa membantu
banyak kepada pihak Kepolisian dalam melaksanakan upaya E-TLE tersebut. Hal ini
yang menjadi problematika kewenangan dinas perhubungan dalam upaya implementasi

Electronic Traffic Law.
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